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BERITA DAERAH 
KOTAPEKALONGAN 

TAHUN 2008 NOMOR 4 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 3 T AHUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG 

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH T AHUN ANGGARAN 2007 

Menimbang 

Mengingat 

W ALIKOTA PEKALONGAN 

a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi SKPD dan permasalahan teknis 

dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempumaan 

terhadap Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2007; 

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu merubah lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2007, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 33685) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
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'- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Oaerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan .Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuani:,an Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No:nor 

4400) ; 

8. lJndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 te·1tang Sistem Perencanann 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik ~ndonesia Tahun 2004 

i--lomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peinerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintcth 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubah::m 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Und,mg-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4548); 

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangnn 

antara Pe.nerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NeGara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4438) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan 

Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

338 1); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ; 
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Memperhatikan 

I 3. Peraturan Pemerintah Nomor I 09 Tahun 2000 Ten tang Kedudukan 
-·' 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4028) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 I Tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4138); 

15. Peratwan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4139) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tnhun 2004 tcntang Kecludukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

beberapa kali teral.hir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahur 2006 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Keduclukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan /\nggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 90) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tcntang Standar Akuntansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahu11 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara 'i{cpublik Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tcnt,111g l'injaman Dacrah 

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4574): 

19. Peraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005 lcntang l)ana l'cri1nbw1ga11 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tcnlang I libah Kcpatla Dacrah 

(Lembaran Ncgarn Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor I ]9, Tarnbahan 

Lembarnn Negara Rcpublik lndonl:sia No111or 4577): 

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngclolaan 

Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik lndo11csia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambat1an Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578) 

I. Peraturan Mentcri Dnlam Ncgcri Nornor 13 Tahun 200(> Tcntang Pedo rnan 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah diubah clcngan Pcraluran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tcntang Pcrubahan Alas 

Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor I] Tahun 2006 tenlang Pedornan 

Pengelolaan Keuangan Dncrah; 
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Menetapkan 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Penynunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008; 

3. Peraturan Walikota Pekal ingan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae,ah 

Tahu·, 2007; 

MEMUTUSKAN: 

PERA TURAN W ALIKOTA PEKALONGAN TENT ANG PERUBAHAN 

LAMPIRAN PERA TURAN W ALIKOT A NOMOR 23 T AHUN 2006 

TENT ANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2007. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam lampiran Bab IV Penatausahaan Pengeluaran da lam 

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedo111an Penatausahaan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 

yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongr.n Tahun 2006 No:nor 

23, diubah sebagai berikut : 

A. Lampiran VI.A. I. diubah sehingga berbunyi Mekanisrne pengajuan Ua11g 

Persediaan mengacu pada Peraturan Walikota Pekalong:m Nomor 2 Tah11n 

2008 tentang Penetapan Nominal Pagu Uang Persediaan Pclaksanaan 

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2008 dan Surat Edaran Nomor 

903/00083 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pencairan Dana UP Tahun 2008. 

B. Lampiran VI A.2,4 dan 14 dihapus. 

C. Lampiran VI.B.2. diubah sehingga berbunyi Bendahara Pengeluarnn 

mengajukan SPP-GU setelah SPJ 50 % dari uang persediaan. 

D. Lampiran Vl.C. 3. diubah sehingga berbunyi : 

3. Ketentuan SPP-TU antara lain: 

a. batas jumlah pengajuan SPP-TU harus men<lapat persetujuan dt1.ri 

PPKD (Kepala Bagian Keuangan) dengan memperhatikan rincian 

kebutuhan dan waktu penggunaan. 

b. dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) 

bulan, maka sisa tambahan uang di setor ke rckening kas umum 

daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan ciengan nomor 

rekening 1-007-00009-1. 

c. apabila SKPD sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 1 

(satu) bulan belum menyampaikan SPJ-TU, maka Kepala Bagian 

Keuangan selaku PPKD tidak menyetujui atas permohonan SPP-TU 

berikutnya. 
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d. dalam hal SKPD mengajukan SPP-TU beril-:utnya, SKPD harus 

mclampirkan SPJ atas pengajuan SPP-TU sebelumnya. 

E. Lampiran VI.C.4. h. Lampiran SPP-TU diubah sehingga berbunyi 

Pernyataan kesanggupan untuk meng-SPJ-kan dalam waktu 1 (satu) bulan. 

F. Lampiran VI.D. ditambah point l .d. berbunyi : Ketentuan SPP-L3 meliputi: 

► Pelaksanaa.a pekerjaan pengadaan barang/jasa (mengacu pada peraturan 

yang berlaku); 

► SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan 

pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara 

pengelnaran, dengan nilai kegiatan diatas Rp 5.000.000,00 (lirra 

juta rupiah) yang sudah dilengifapi dengan bukti pendukune; yang sah, 

kecuali untuk kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD. 

► Pengeluaran pembiayaan. 

G. Lampiran Bab IV ditambah point IX. Pergeseran Anggaran. 

Hal-ha! yang perlu diperhatikan dalam ?ergeseran Anggaran : 

1. Pergeseran anggaran sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan 

konsistensi perencanaan anggaran dan pelaksanaannya ; 

2. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja b~rkenaan 

dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Bagian Keuangan Setda Kota 

Pekalongan ; 

3. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dilakukan :;itas 

persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangc1.n 

daerah; 

4. Pergeseran anggaran dimaksud angka 2 dan 3 dilakukan dengan cara 

mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar 

pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan 

daerah tentang perubahan APBD ; 

5. Tata cara pergeseran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek 

belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis 

belanja berkenaan diatur sebagai berikut : 

a. Kepala SKPD mengajukan permohonan untuk melakukan 

pergeseran anggaran disertai dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawL Jkan kepada Sekretaris Daerah; 

b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek bela,1ja 

berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Bagian 

Keuangan. 

C. Pergeseran antar nncran obyek belanja dalam jenis belanja 

berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah ; 
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d. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf 5.b dan c 

dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentmg 

Pe11jubarn11 APUO sebagai dasar pelaksanaan, untt:k selanjt:tnyu 

dianggarkan dalam ramcangan peraturan daera!1 tentang perJbahan 

APBD; 

e. Pergeseran anggaran unit organisasi, antar kegiatan, da11 antar jenis 

0elanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah 

tentang APBD ; 

f. Pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan setelah Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD ditetapkan. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini disusun sebagai pedoman penatausahaan peiaksana;.,n 

Ar~~garan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran '.2008. 

Pasal III 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunJangan Peratur,;n 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 

pada tanggal 4 Januari 2008.-

W ALIKOTA PEKALONGAN 

Cap 

MOHAMAD BASYIR AHMAD 

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3 
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